
 

SALINAN 

 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 33 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEMBATASAN JAM MALAM BAGI ANAK 
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus masa depan bangsa 
yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dani 
kekerasan dan diskriminasi; 

b. bahwa kepedulian masyarakat terhadap pembatasan 
aktivitas anak-anak diluar rumah pada malam hari, agar 
anak terhindar dan i kenakalan remaja, salahnya 
pergaulan, pengaruh narkoba, pengaruh sex bebas, 
terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksualitas baik 
sebagai korban maupun sebagai pelaku, maka perlu 
diadakan Jam Malam Bagi Anak; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pembatasan Jam Malam Bagi Anak di 
Kabupaten Kotawaringin Barat; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi 
Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 56790; 

4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota layak Anak; 

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65); 

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota 
Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 168); 

7. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 66) 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
11 Tahun 2017 tetang Kabupaten Layak Anak (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Nomor 74); 

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 
2014 tentang perlindungan Anak (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014, Nomor 37); 

12. Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang 
Kedudukan Susunan Organisasi, Tupoksi Dinas 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana (Berita 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016, 
Nomor 51); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAM 
MALAM BAG! ANAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin barat ini yang 
dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimipin 
pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

4. Jam Malam Bagi Anak yang selanjutnya disingkat JMBA 
adalah jumlah waktu yang ditetapkan untuk belajar bagi 
Anak/ peserta didik dan warga masyarakat pada malam 
haridi kabupaten Kotawaringin Barat adalah pembatasan 
waktu anak berada di luar rumah pada malam hari. 

5. Anak Kotawaringin Barat adalah manusia yang belum 
berusia 18 tahun termasuk dalam kandungan dan 
berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

6. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dani 
kekerasan dan diskriminasi. 

7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah 
Rukun Warga di kabupaten Kotawaringin Barat. 

8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah 
Rukun tetangga di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

9. Kelurahan adalah kelurahan di Kabupaten Kotawaringin 
Barat. 

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

11. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
bagian wilayah dan i daerah kabupaten/kota yang dipimpin 
oleh camat. 



-4- 

12. Kelurahan adalah bagian wilayah dan Kecamatan sebagai 
perangkat Kecamatan. 

13. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang 
selanjutnya disingkat dengan DP3AP2KB adalah Dinas 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Jam Malam Bagi Anak dimaksud: 

a. Mendorong masyarakat untuk menjaga keamanan din; 

b. Untuk meningkatkan peran orang tua dan keluarga 
untuk bertanggung jawab dengan anggota keluarganya; 

c. Menciptakan suasana lingkungan yang aman, tentram 
dan kondusif; 

d. Mengurangi tindakan kriminalitas pada anak dan 
asusila. 

(2) Jam Malam Bagi Anak bertujuan untuk: 

a. Untuk menghidari kenakalan Remaja, salah 
pergaulan, pergaualan bebes, pengaruh narkoba, 
terjadinya seks bebas, pemerkosaan serta pelecehan 
se ksualitas ; 

b. Dapat terhindar dan i pengaruh negatif di luar rumah; 

c. Anak dapat berkonsentrasi belajar di rumah pada 
malam hari; 

d. Agar para anak/peserta didik terhindar dan i kegiatan-
kegiatan yang tidak bermanfaat, terhindar dani 
berbagai kasus anak; 

e. Dapat terbiasa hidup disiplin dan memiliki tanggung 
jawab pada dirinya sendiri. 

BAB III 
PENYELENGGARAAN 

Pasal 3 

Pembatasan Jam Malam Bagi Anak dilaksanakan 
Pemerintah, masyarakat, keluarga saling menunjang dan 
melengkapi. 

Pasal 4 

(1) Jam Malam Bagi Anak dilaksanakan paling sedikit 2 
(dua) jam setiap hari antara pukul 19.00 WIB sampai 
dengan pukul 21.00 WIB. 
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(2) Selama wajib belajar pada malarn hari tersebut, tidak 
dibenarkan keluar rumah/tempat tinggal kecuali ada 
kegiatan atau urusan yang sifatnya penting : seperti 
belajar kelompok dan belajar tambahan (les, private) dan 
harus membawa Kartu Identitas Anak. 

(3) Pengecualiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
adalah bagi anak/peserta didik yang mendapat ijin dani 
orang tua/wali. 

Pasal 5 

Tempat Belajar yang digunakan untuk Jam Malam Bagi 
Anak Meliputi : 

a. Rumah tinggal; 

b. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat); 

c. Tempat les atau tempat kursus; 

d. Balai warga; 

e. Sarana lain yang memadai; 

f. di Tempat Ibadah yang memadai. 

BAB IV 
PEMBINAAN 

Pasal 6 

(1) Dinas, Kecamatan dan Kelurahan/ Desa wajib 
melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Jam 
Malam Bagi Anak. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan melalui sosialisasi program di wilayah, rapat 
koordinasi, pertemuan warga dan lomba pembatasan 
Jam Malam Bagi Anak. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibentuk Tim pembinaan Tingkat Kabupaten, Tim 
Pembinaan Tingkat Kecarnatan dan Tim Pembinaan 
Tingkat Kelurahan/ Desa. 

(4) Unsur Tim pembina tingkat Kabupaten sebagaimana 
dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dan: 

a. Bupati; 

b. Wakil Bupati 

c. Sekretaris Daerah 

d. Kapolres 

e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 

f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

g. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

h. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana; 

i. Kepala Dinas Sosial; 
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Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 
Kebakaran 

k. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 
Kotawaringin Barat; 

m. Kepala Bagian Tata Pemerintahan; 

n. Kepala Bagian Hukum; 

o. Dewan Pendidikan; 

p. Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten 

(5) Unsur Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana 
dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri dan: 

a. Kecamatan; 

b. Kantor Urusan Agama Kecamatan; 

c. Tim Penggerak PKK Kecamatan; 

d. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat Kecamatan. 

(6) Unsur Tim Pembina Tingkat Kelurahan/Desa 
sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit terdiri 
dan: 

a. Kelurahan/Desa; 

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan/Desa; 

c. Badan Kewaspadaan Masyarakat; 

d. Tim Penggerak PKK Tingkat Kelurahan. 

e. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Tingkat 
Kelurahan / De sa. 

f. Pengurus RW, Pengurus RT. 

Pasal 7 

Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 
mempunyai tugas sesuai kewenangannya masing- masing 
sebagai berikut: 
a. bertangg-ung jawab terhadap semua kebijakan pelaksaan 

pembatasan Jam Malam Bagi Anak di Kabupaten 
Kotawaringin Barat; 

b. merencanakan semua kegiatan pelaksanakan Batasan 
Jam Malam Bagi Anak di Tingkat Kabupaten, di Tingkat 
Kecamatan dan Tingkat Desa/ Kelurahan; 

c. menyelanggarakan Pembinaan di Tingkat Kabupaten, 
Kecamatan, Tingkat Desa/ Kelurahan; 

d. melaksanakan Kegiatan Pembatasan Jam Malam Bagi 
Anak bersama dengan semua aparat pemerintah, 
Masyarakat dan Keluarga juga saling menunjang; 

e. selalu berkoordinasi antara aparat pemerintah, 
masyarakat dan keluarga pada pelaksaana batasan Jam 
Malam Bagi Anak; 

f. selalu melaksanakan pengawasan bersama antara Aparat 
Pemerintah Masyarakat dan Keluarga pada Anak-Anak 
pada jam belajar pada malam hari; 

g. memberikan sanksi berupa peringatan dan lainnya yang 
sifatnya mendidik agar anak terbiasa dengan 
kedisiplinan. 

i • 
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BAB V 
SANKSI 

Pasal 8 

(1) Bagi peserta didik yang tidak mematuhi jam wajib belajar 
pada malam hari dan dijumpai di tempat-tempat umum 
masuk katergori pelanggaran; 

(2) Peserta didik yang tidak mematuhi kewajiban 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi 
pembinaan: 

a. Teguran/ peringatan lisan dan/atau tertulis; 

b. Bakti sosial/ kerja bakti. 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

Biaya penyelenggaraan Jam Malam Bagi Anak dapat 
diperoleh dan: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan atau 

c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VII 
KE'TENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 20 September 201.9 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

NU IDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 20 September 2019 

SEICRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 33 
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BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 
NURHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 20 September 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 33 

Salinan ses ai dengan aslinya 
IMPALA IAN MUKUM, 

WAHJU WIDIASTUTI, S.H., L.L.M 
NIP. 19690112 199903 2 005 
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